DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

JIWR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166

TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5/DPRD.LPG/12.01/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang
penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan;,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun
2000 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan,
Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 3 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan,
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2002
tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Pelelangan lkan pada Pelabuhan Perikanan
Pantai, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5
Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang
Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi
Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan
Terbungkus, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b diatas maka Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi Lampung, perlu menetapkan Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang
Retribusi Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakitan
Rakyat Provinsi Lampung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrorologi
Legal;



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

18.

20.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanansebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Waijib
dan Pembebasan Untuk Ditera Ulang Serta Syarat-syarat
bagi Alat-alat Ukur takar, Timbang dan Perlengkapannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan\

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan: -

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Memperhatikan :

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

—

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Inpektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas daerah Provinsi
Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai
Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi
Lampung;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat | Penyampaian
3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
oleh Gubernur Lampung Tanggal 26 Januari 2011.

Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat |
Pandangan Umum dari Fraksi DPRD Provinsi Lampung
Tanggal 31 Januari 2011.

Rapat Paripurna Tingkat | Jawaban Gubernur lLampung
terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi
Lampung tanggal 1 Febuari 2011.

Pembahasan Panitia Khusus tanggal 2 Februari s/d
16 Maret 2011.

Pimpinan dengan Panitia Khusus dan Ketua Fraksi-Fraksi,
tanggal 17 Maret 2011,

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
Lampung Pembicaraan Tingkat {I penyampaian laporan
panitia khusus, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung, sambutan Gubernur Lampung
tanggal 21 Maret 2011.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Tentang Retribusi Daerah, untuk diproses lebih lanjut dalam
rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi
Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINS| LAMPUNG
Ketud.

Ir. Hi. MARWAN CIK HASAN, MM.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth .

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Gubernur Lampung,



